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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 671/Pdt.P/2020/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Soreang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

permohonan  dispensasi  kawin  pada  tingkat  pertama  telah  menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nandang Sukmana bin Eman, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di  Kampung  Sukagalih,

RT 005, RW 004, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu,

Kabupaten Bandung, disebut Pemohon I;

Yati  binti  Damiri,  umur  42  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di  Kampung Situraci, RT 003, RW

028, Desa Ciwidey, Kecamatan  Ciwidey,  Kabupaten

Bandung, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para  Pemohon, orang tua calon suami anak

para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para  Pemohon berdasarkan surat  permohonannya tanggal  04

Desember  2020 yang telah didaftarkan di  Kepaniteraan Pengadilan Agama

Soreang,  Nomor  671/Pdt.P/2020/PA.Sor,  tanggal  04  Desember   2020  yang

pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak ke 2 (dua)

nya yang bernama;

Ika Kartika binti  Nandang Sukmana,  tempat Bandung,  tanggal  lahir  10

Januari  2003, umur 17 Tahun, 10 Bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum

Bekerja,  tempat  kediaman di  Kampung Situraci,  RT 003,  RW 028,  Desa
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Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dengan calon suaminya

bernama:

Ujang  Mulyadi  bin  Atang,  tempat,  tanggal  lahir  Cianjur,  12  September

2000, umur 20 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, bertempat

kediaman di  Kampung Cijaura,  RT 001,  RW 026,  Desa  Lebakmuncang,

Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya  disebut  Calon  Suami  yang  rencananya  pernikahan  akan

dilaksanakan dan dicatatkan di  hadapan Pegawai Pencatat  Nikah Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

2. Bahwa  syarat-syarat  untuk  melaksanakan  pernikahan  tersebut  baik

menurut  ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan

Pemohon  II  yang  belum  mencapai  umur  19  tahun,  namun  pernikahan

tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa,  alasan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  bermaksud  segera

menikahkan  anak  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  calon  suaminya

dikarenakan  keduanya  terlampau  dekat  dan  telah  menjalin  hubungan

terhitung kurang lebih selama 2 (dua) tahun sampai sekarang.

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya

tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan

surat keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan

calon istri,  Nomor: 470/457-DS/XI/2020, pada tanggal  24 November 2020

dari Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis telah akil baliq

serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga.

Begitupun calon  Suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka

dan  sudah  siap  pula  untuk  menjadi  seorang  suami  dan/atau  Kepala

Keluarga serta telah bekerja dengan Penghasilan Sebesar Rp 3.000.000,00

(Tiga  Juta  Rupiah)  perbulan,  dibuktikan  dengan  Surat  Keterangan

Penghasilan,  Nomor:  503/4256-Ds/XI/2020,  pada  tanggal  24 November

2020 dari Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.
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6. Bahwa  orang  tua  calon  suami telah  merestui  rencana  pernikahan

tersebut  dan  tidak  ada  pihak  ketiga  lainnya  yang  keberatan  atas

berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum bisa

diterima oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan Nomor:

553/Kua.10.4.13/Pw.01/XII/2020 tertanggal 03 Desember 2020 dari Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II  mohon agar

Ketua Pengadilan Agama  Soreang segera memeriksa dan mengadili  perkara

ini,  selanjutnya  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memberikan  Dispensasi  kepada  (Ika  Kartika  binti  Nandang  Sukmana)

untuk menikah dengan (Ujang Mulyadi bin Atang);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

jika  Pengadilan  berpendapat  lain,  mohon  untuk  menjatuhkan  penetapan

perkara ini dengan seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para

Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon

suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan; 

Bahwa  Pengadilan  telah  berupaya  memberikan  nasihat  kepada  para

Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami

anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para

Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami

anak  para  Pemohon  tetap  ingin  melanjutkan  perkawinan  tersebut  dan  para

Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara

ini dilanjutkan; 

Bahwa  kemudian  dibacakan  permohonan  para  Pemohon  yang  isinya

tetap dipertahankan oleh para Pemohon;
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Bahwa  telah  didengar  keterangan  anak  para  Pemohon,  bernama Ika

Kartika binti Nandang Sukmana dan calon suaminya bernama Ujang Mulyadi

bin Atang, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa Ika Kartika saat ini berusia 17 tahun  10 bulan berstatus

perawan,  sementara  Ujang  Mulyadi  berusia  20  tahun  dan   berstatus

jejaka;

 Bahwa  Ika  Kartika  setuju  dan  bersedia  secara  lahir  dan  batin

untuk  menikah  dengan  Ujang  Mulyadi  tanpa  paksaan  dari  pihak

manapun;

 Bahwa  Ika  Kartika  dan  Ujang  Mulyadi  mengetahui  rencana

perkawinan  mereka   dan  perkawinan  tersebut  tidak  bisa  ditunda lagi

sebab keduanya sudah berpacaran sekitar dua tahun ;

 Bahwa Ujang Mulyadi  saat ini sudah bekerja yaitu sebagai Montir

Sepeda Motor   dengan penghasilan  sekitar  Rp.  3.000.000,-  (tiga  juta

rupiah) tiap bulan ;

Bahwa  telah  didengar  keterangan  orang  tua  calon  suami  anak  para

Pemohon  bernama  Atang  bin  Mamad  dan  Nenti  binti  Imid,  pada  pokoknya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi

menunda  rencana  perkawinan  Ika  Kartika  dan  Ujang  Mulyadi  sebab

orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah

tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab keduanya sudah berpacaran

lama;

 Bahwa antara Ika Kartika dan Ujang Mulyadi tidak ada hubungan

yang dilarang untuk menikah;

 Bahwa keluarga Ika dan keluarga Ujang seluruhnya menyetujui

rencana pernikahan  mereka ;

 Bahwa Ujang Mulyadi sudah bekerja dan berperilaku baik serta

bertanggung jawab;

 Bahwa  orang  tua  calon  suami  anak  para  Pemohon  siap  ikut

membimbing  dan  bertanggungjawab  guna  keutuhan  rumah  tangga

kedua calon mempelai tersebut;
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya  para  Pemohon

telah mengajukan alat bukti berupa: 

A. Surat:

 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten

Bandung  atas  nama  Pemohon  I  yang  telah  di-nazegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;

 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten

Bandung  atas  nama  Pemohon  II  yang  telah  di-nazegelen dan  telah

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.2;

 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan

oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

Bandung yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

ternyata sesuai, bertanda P.3;

 Fotokopi  Kutipan  Akta  Kelahiran  atas  nama  Ika  Kartika  yang

dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung,   telah di-

nazegelen dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  ternyata  sesuai,

bertanda P.4 ;

 Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  atas  nama  ujang  Mulyadi

yang telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

sesuai, bertanda P.5;

 Fotokoi  surat  pernyataan  tidak  ada  hubungan  keluarga  antara

kedua calon mempelai yang diketahui oleh Kepala Desa Lebakmuncang,

telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,

bertanda P.6 ;

 Fotokoi  surat  keterangan  penghasilan  calon  suami  yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakmuncang,   telah di-nazegelen dan

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.7;

 Asli  surat  Penolakan  dari  KUA  Kecamatan  Ciwidey,

bermateraikan cukup dan di nazegelen bertanda  P.8 ;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya; 
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Bahwa  para  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  dengan

menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan

Agama  untuk menjatuhkan penetapannya; 

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  penetapan  ini,  maka  ditunjuklah

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah

mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para

Pemohon  bernama  Ika  Kartika   dengan  calon  suaminya,  sebab  anak  para

Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 10 bulan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2)

PERMA  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan

Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan

anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko

perkawinan  yang  akan  dilakukan  dan  dampaknya  terhadap  anak  dalam

masalah  pendidikan,  kesehatan  dan  kesiapan  organ  reproduksi,  psikologis,

psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam

rumah tangga sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai  usia

minimal  melangsungkan  perkawinan,  akan  tetapi  para  Pemohon,  orang  tua

calon  suami  dan  calon  pengantin  tetap  pada  pendiriannya  untuk  segera

melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami ;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini  adalah termasuk kedalam

bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) huruf

a  dan  pasal  49  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009,  maka  perkara  ini  adalah  merupakan  kewenangan  absolut  dari

Pengadilan Agama ;
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Menimbang  bahwa  Dispensasi  Kawin  sebagaimana  dimaksud  dalam

pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana

telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019

tentang Perkawinan  menyatakan:  Perkawinan hanya diizinkan apabila  pria

dan  wanita  sudah  mencapai  umur   19  (sembilan  belas)  tahun;  Dalam hal

terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta

dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-

bukti pendukung yang cukup, Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,  Pasal 6 ayat (1) menyatakan Pihak

yang  berhak  mengajukan  permohonan  Dispensasi  Kawin  adalah  orang  tua,

maka  Hakim  menilai  bahwa  Para  Pemohon  adalah  orang  yang  memiliki

kepentingan  atas  permohonan  a  quo (Persona  Standi  in  Judicio)  sehingga

Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (Legal

Standing)  untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini.

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari

Para  Pemohon,  dan   kedua  calon  pengantin,  yang  pada  pokoknya

membenarkan  dan  tidak  ada  paksaan  dari  pihak  manapun,  hal  mana  telah

sesuai  dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 Tentang Perkawinan  menyatakan:  Pemberian dispensasi   oleh

Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib  mendengarkan

pendapat  kedua calon mempelai  yang akan melangsungkan perkawinan Jo.

Pasal  14  PERMA   Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Pedoman  Mengadili

Permohonan  Dispensasi  Kawin  menyatakan  dalam  pemeriksaan  di

persidangan hakim mengidentifikasi Anak  yang diajukan dalam permohonan

mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari

orang tua  calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko

perkawinan  dibawah  umur,  hal  mana  telah  memenuhi  ketentuan  sesuai

dimaksud Pasal 13 ayat (1)  huruf d PERMA  Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin  yang menyatakan Hakim
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harus mendengar keterangan Oang tua/Wali calon suami/istri Jo. pasal 12 ayat

(4) PERMA  Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili  Permohonan

Dispensasi  Kawin  yang  menyatakan  “Dalam  hal  Hakim  tidak  memberikan

nasihat  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan  (2)  mengakibatkan

Penetapan batal demi hukum” ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon,

telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.8 yang merupakan  akta otentik dan

Akta Bawah Tangan sebagaiman ketentuan pasal 1888 KUHPerdata dan telah

bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2  ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor  24  Tahun  2000  tentang  Perubahan  Tarif  Bea  Meterai  dan  Besarnya

Batas Pengenaah Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai sehingga hakim

menilai  bukti  tersbut   telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sehingga

mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  (volledeg)  dan  mengikat  (bindende)

dan/atau  bukti  sempurna  oleh  karenanya  bukti  tersebut  dapat  diterima  dan

dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2  berupa Kartu Tanda

Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti bahwa

Para Pemohon beragama Islam dan  berdomisili di wilayah hukum Pengadilan

Agama Soreang  dan anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon dan

ternyata pula dari pemohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak

Para  Pemohon,  maka  berdasarkan  Pasal  8  PERMA Nomor  5  Tahun  2019

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin   Jo. Pasal 69 ayat

(3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi  Hukum Islam,

harus  dinyatakan  Pengadilan  Soreang  memiliki  kompetensi  relative  atas

permohonan a quo;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3  berupa  Kartu  Keluarga

Pemohon II   maka telah terbukti  bahwa anak para Pemohon saat  ini  hidup

bersama Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan akta kelahiran

anak  para  Pemohon   bernama  Ika  Kartika  maka  telah  terbukti  anak  para
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Pemohon yang akan segera menikah masih belum mencapai  batas minimal

usia diizinkan menikah sesuai ketentuan yang berlaku  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.5  berupa   Surat  Keterangan

Domisili atas nama Ujang Mulyadi maka telah terbukti calon suami dari anak

Para  Pemohon  adalah  sebagaimana  didalilkan  pada  permohonan  dalam

perkara a quo ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.6  berupa   Surat  Pernyataan

yang  dibuat  oleh  Ika  dan  Ujang  yang  diketahui  oleh  Kepala  Desa

Lebakmuncang adalah Akta dibawah tangan yang sepanjang tidak disangkal

dan tidak terbukti sebaliknya mempunyai nilai pembuktian sempurna sehingga

telah terbukti bahwa calon istri (Ika) dengan calon suami (Ujang) tidak terdapat

hubungan keluarga atau lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti  P.7  berupa   Surat  Keterangan

penghasilan  calon  suami  maka  telah  terbukti  calon  suami  dari  anak  Para

Pemohon mempunyai pekerjaan dan pennghasilan untuk menafkahi istri  ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa  Surat Penolakan dari

KUA  Kecamatan  Ciwidey,  telah  terbukti  bahwa  Para  Pemohon  telah

mendaftarkan perihal keinginan menikahkan anak Para Pemohon namun tidak

dapat  dilaksanakan  karena  anak  Para  Pemohon  belum  mencapai  usia  19

(sembilan belas) tahun ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  para  Pemohon,

keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta

orang  tua  calon  suami,  dihubungkan  dengan  bukti-bukti  para  Pemohon  di

persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya

bernama Ika  Kartika  dengan  calon  suaminya  bernama Ujang  Mulyadi

telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten

Bandung karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;

 Bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun 10 bulan;

 Bahwa  anak  para  Pemohon  dengan  calon  suaminya  sudah

berpacaran sejak  dua tahun lalu ;
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 Bahwa anak para Pemohon  dan calon suaminya masing-masing

menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah

tanpa paksaan dari pihak manapun;

 Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak

ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang,  bahwa  pada  petitum  angka  2  (dua)  permohonan  para

Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk

menikahkan  anak  para  Pemohon,  terhadap  hal  itu  akan  dipertimbangkan

dengan pertimbangan berikut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  7  ayat  (1)  dan  (2)  Undang

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang  Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan

jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,

akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi

kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti

pendukung yang cukup;

Menimbang,  bahwa pada penjelasan pasal  tersebut  dijelaskan bahwa

penetapan batas  usia  perkawinan tersebut  dinilai  karena usia  tersebut  telah

matang  jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan  perkawinan  agar  dapat

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik  tanpa berakhir  pada perceraian

dan  mendapat  keturunan  yang  sehat  dan  berkualitas.  Diharapkan  juga  laju

kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Selain  itu  juga dapat  terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan

akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud  "alasan sangat mendesak" adalah

keadaan  tidak  ada  pilihan  lain  dan  sangat  terpaksa  harus  dilangsungkan

perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang

cukup"  adalah  surat  keterangan  yang  membuktikan  bahwa  usia  mempelai

masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga

kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut

sangat mendesak untuk dilaksanakan;
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Menimbang,  bahwa  Pengadilan  telah  mendengar  keterangan  dan

memberikan  nasihat  kepada  para  Pemohon,  anak  para  Pemohon,  calon

suaminya  serta  orang  tua  calon  suami  anak  para  Pemohon agar  menunda

rencana  perkawinan  anak  tersebut  dengan  menjelaskan  perihal  resiko

perkawinan  di  bawah  umur,  antara  lain  terhentinya  pendidikan  anak,

keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya

organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta

potensi  perselisihan  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  akan  tetapi  para

Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami

anak para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut,  dengan

demikian ketentuan Pasal  12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak

para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut,

tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan

telah  matang  meskipun  masih  belum mencapai  umur  19  tahun,  serta  tidak

adanya  halangan  perkawinan  antara  anak  para  Pemohon  dengan  calon

suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon masih berusia 18

tahun,  meskipun  demikian  berdasarkan  fakta  hukum,  telah  ternyata  bahwa

anak para Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat

dekat  dan keluarga menghawatirkan keduanya berbuat  diluar  norma agama

dan kesusilaan  maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut

sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7

ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan

mengenai  bukti  yang  cukup  Pengadilan  berdasarkan  pengakuan  para
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Pemohon,  anak  para  Pemohon  calon  suaminya  serta  orang  tua  calon

suaminya, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Mejelis perlu mengetengahkan sebuah

kaidah ushul yang berbunyi:

رَرًا دتَاَنِ رُوْعِيَ أعَْظمَُهُمَضضضا ضضضضَ إذاَ تعَضَضضارَضَ مَفْسضضضَ

باِرْتكِاَبِ أخََفِهِمَا
Artinya: “Jika dua kerusakan saling bertemu maka yang harus dikesampingkan

adalah  yang  lebih  besar  kerusakannya,  dengan  melaksanakan  yang  lebih

ringan madlaratnya”;

Menimbang,  bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan  firman

Allah  SWT  dalam  surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut: 

 مِنكْمُْ وَالصَالحِِينَ مِنْ عِباَدِكمُْٰوَأنَكْحُِوا الْيَاَمَى
رَاءَ يغُْنهِِمُ اللهَُ مِنْۚوَإمِضَضائكِمُْ   إنِْ يكَوُنُضضوا فُقضَض

 وَاللهَُ وَاسِعٌ عَليِمٌۚفَضْلهِِ 
Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-

orang  yang  layak  berkawin  dari  hamba    sahayamu   yang  laki-laki  dan

perempuan,  jika  mereka  miskin  Allah  akan  memapankan  mereka  dengan

karunia Nya dan Allah  Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  para  Pemohon  telah  bertekad  dan

berketetapan hati untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan

keadaan  saat  ini  serta  pertimbangan-pertimbangan  diatas,  hakim  menilai

perihal Dispensasi Kawin anak para Pemohon merupakan hal yang lebih ringan

madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a

quo,  oleh  karena  itu  hakim  berpendapat   permohonan  Pemohon  adalah

permohonan  yang  berdasar  dan  beralasan  menurut  hukum  sehingga  patut

untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  para

Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Kecamatan  Ciwidey  segera  dapat  melangsungkan  dan  mencatatkan
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pernikahan anak  para Pemohon, (vide pasal  69 ayat (4) Instruksi  Presiden

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)  ;

Menimbang  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  oleh

karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama  biaya perkara ini dibebankan kepada  para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memberikan  dispensasi  kepada  anak  Para  Pemohon  bernama  Ika

Kartika  binti  Nandang  Sukmana  untuk  menikah  dengan  calon  suami

bernama Ujang Mulyadi bin Atang ;

3. Membebankan  kepada  Pemohon I  dan  Pemohon II  untuk  membayar

biaya  perkara  sejumlah  Rp336.000,-  (Tiga  ratus  tiga  puluh  enam  ribu

rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal  14 Jumadil  Akhir  1442 Hijriah oleh  H. Adi  Irfan

Jauhari, Lc., M.A.,  Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai

Hakim  Tunggal, penetapan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

oleh  Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para

Pemohon.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.

Hakim,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.
Perincian biaya perkara: 

1. Pendaftaran : Rp    30.000,00

2. Proses : Rp    50.000,00

3. Panggilan : Rp   220.000,00

  Hlm. 13 dari 14
Penetapan 671/Pdt.P/2020/PA.Sor
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4. PNBP Panggilan : Rp    20.000,00

5. Redaksi : Rp    10.000,00 

6. Meterai : Rp     6.000,00

   Jumlah  Rp   336.000,00

   (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

  Hlm. 14 dari 14
Penetapan 671/Pdt.P/2020/PA.Sor
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